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Ringkasan Eksekutif

Motivasi dan Tujuan

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca
sebesar 26% di tahun 2020 darilevelb as el i ne ¢ b s g, &dnd@isgga 486 dengan
dukungan internasional. Transportasi adalah sumber emisi CO; terbesar ketiga terkait energi
di Indonesia (23%,; setara dengan 68 MtCO»-eq pada tahun 2005). Karena kuatnya tren
urbanisasi dan motorisasi, transportasi telah menjadi suatu tantangan signifikan bagi daerah
perkotaan di Indonesia. Pembangunan berbasis kendaraan memperburuk kualitas udara,
menciptakan kemacetan yang masif dan mengurangi kualitas hidup. Namun, sebagian besar
kota kekurangan kemampuan, panduan kebijakan dan akses terhadap sumber daya finansial
untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. SUTRI NAMA
sebagaimana teregistrasi di dalam UNFCCC bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan
mentransformasi transportasi perkotaan di Indonesia melalui gabungan langkah-langkah
untuk meningkatkan kapasitas dan investasi yang disediakan melalui program transportasi
perkotaan nasional yang berkelanjutan.

Sekilas mengenai NAMA

Inti dari SUTRI NAMA adalah pembentukan suatu program transportasi perkotaan nasional
yang berkelanjutan. NAMA Support Project (NSP) dipilih oleh NAMA Facility untuk mendukung
implementasi fase percontohan Program Transportasi Perkotaan Berkelanjutan di Indonesia
(Sustainable Urban Transport Programme Indonesia/ SUTRI NAMA). NSP meliputi (1)
pendirian Unit Pendukung Teknis (Technical Support Unit/TSU) di tingkat nasional yang akan
menyediakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, dan (2)
pengembangan suatu mekanisme pendanaan yang efektif untuk melakukan pendanaan
bersama (co-finance) implementasi proyek peningkatan angkutan umum dan proyek
manajemen kebutuhan perjalanan (transport demand management/TDM). Di tujuh kota
percontohan, NSP akan mengembangkan (3) sebuah saluran (project pipeline) bagi proyek-
proyek percontohan yang layak dan pendanaan bersama (co-finance) (4) implementasi proyek
percontohan di lima kota (contoh: investasi armada bus, peningkatan koridor angkutan umum,
manajemen parkir dan program pejalan kaki). Untuk memonitor dan meningkatkan
transparansi dari dampak yang diperoleh, NSP akan membentuk (5) suatu sistem MRV yang
memulai monitoring sistematik pengembangan transportasi perkotaan yang sangat diperlukan
untuk pengambilan keputusan yang efektif.



Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (NAMA SUTRI)
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NSP akan membuka jalan terhadap suatu perubahan transformasional dalam transportasi
perkotaan di Indonesia dengan menciptakan cara-cara yang efektif dalam investasi publik dan
swasta untuk infrastruktur dan moda transportasi perkotaan, dan dengan
menunjukkan/mendemonstrasikan praktik terbaik yang dapat diperluas ke kota-kota lain di
Indonesia. GIZ akan menjadi organisasi pelaksana yang menyediakan bantuan teknis dan
finansial untuk NSP, yang akan berjalan dari tahun 2015-2019.
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EntitasPelaksana KementerianPerhubungan Direktorat dPusat Kajian kemitraan dan Pelayanan Jasa

Nasional CNI YyALRNIF&A 6t YYtWEOE

KerangkaWaktu A Fasel: EfekMitigasi GRKdan Dampaklangsung 7.214.1
Percontohandi 7 kota manfaatlain MtCO, (kumulatif dari tahun
sampaitahun 2020 20152030)

A Fase2: Dampaklangsungdan tidak

Implementasisecarapenuh langsung )
di setidaknyal0 kota sejak 18.6¢ 73MLCO, (Kumulatif
tahun 2016kedepannya daritahun 2020-2030)

Aksesyangadil, mengurangi
polusiudaradan
memperbaikikualitashidup




Program Transportasi Perkotaan Berkelanjutan (SUTRI NAMA) menangani transportasi
perkotaan dengan fokus yang spesifik pada transportasi penumpang. Berikut ini adalah
langkah dan teknologi yang direncanakan:

1 Peningkatan sistem Angkutan Umum (reformasi sistem, jaringan, manajemen,
operasi)

Investasi dalam kendaraan hemat energi (bus)

Investasi dalam infrastruktur (contoh: halte bus, infrastruktur pejalan kaki, meteran
parkir)

1 Perencanaan terintegrasi, manajemen parkir, sistem bus informal / peraturan
kendaraan pribadi

Fase percontohan tidak mencakup investasi infrastruktur besar seperti proyek rel kereta api,
jembatan atau konstruksi jalan untuk perluasan jaringan jalan. Fase percontohan ini mencakup
perancangan kembali ruang jalan di area perkotaan untuk mengakomodasi angkutan umum
dan transportasi tidak bermotor (NMT). Lebih lanjut, fase percontohan SUTRI NAMA _tidak
mencakup angkutan barang ataupun pengembangan pelabuhan darat dan laut. Namun,
integrasi berbagai moda dan jenis transportasi yang berbeda akan dipertimbangkan dalam
perancangan proyek percontohan. Hal ini mencakup antara lain koridor bus ke bandar udara,
fasilitas untuk integrasi berbagai moda transportasi, seperti rel kereta api dan sistem bus.
SUTRI NAMA akan fokus pada kota-kota berikut selama fase percontohan dari tahun 2015-
2019: Medan, Palembang, Bogor, Batam, Solo, Yogyakarta dan Manado.

Dampak langsung mitigasi tahunan dari pelaksanaan SUTRI NAMA di kota-kota percontohan
diharapkan dapat mencapai antara 0,7 7 1,8 Mt CO, pada tahun 2030. Dengan
mempertimbangkan bahwa pelaksanaannya dimulai tahun 2015 dan bahwa pengurangan CO-
per tahun meningkat secara linear, pengurangan emisi CO2 kumulatif sampai tahun 2030
adalah sebesar 7,2 7 14,1 Mt CO.. Potensi mitigasi tidak langsung dari SUTRI NAMA
sangatlah besar ketika mempertimbangkan perluasan (upscaling) ke kota-kota lain, namun
masih bergantung pada berbagai faktor. Diperkirakan bahwa dampak mitigasi tahunan
(termasuk dampak langsung dan tidak langsung) berada di antara 3,41 13,3 Mt CO; per tahun
pada tahun 2030 atau emisi kumulatif 18,6 - 73 Mt CO; dari tahun 2020-2030. Estimasi kisaran
dampak langsung mitigasi CO, melalui SUTRI NAMA di 5 kota percontohan:

dampakyangtinggi dampakyangrendah
Populasipadatahun 2030 7,878,000 7,878,000 Jumlahpenduduk
Penghemataremisi CQ tahun 2030 18 09 MtCO0,/year
Penghemataremisi CQ per pendudukdi tahun 0221 0.113 tCO/tahun
2030 -
PenghematanCQ dari tahun 20152030 14.1 7.2Mt Mtco,

Manfaat Tambahan (co-benefits)

NSP menciptakan berbagai manfaat tambahan, termasuk kesetaraan akses, pengurangan
polusi udara dan peningkatan kualitas hidup. Dampak mitigasi akan dicapai melalui proyek-
proyek percontohan yang mendorong penumpang untuk beralih dari mobil dan motor pribadi
ke bus dan transportasi tidak bermotor (non-motorised transport/NMT) serta meningkatkan



efisiensi energi sistem angkutan umum. Dampak mitigasi lebih jauh diharapkan melalui
perluasan (upscaling) di luar kota-kota percontohan.

Biaya dan Pembiayaan

Fase percontohan SUTRI NAMA akan dilaksanakan dengan dukungan dari NAMA Facility
yang disediakan melalui GIZ sebagai organisasi pelaksana. GIZ akan menyalurkan bantuan
untuk Pemerintah Indonesia dengan instrumen bantuan teknis dan finansial. Dana sejumlah
14 juta Euro direncanakan untuk mendukung implementasi bantuan teknis dan finansial.

1 Persetujuan Akhir NSP oleh NAMA Facility untuk memulai implementasi fase
percontohan NAMA.

1 Setelah disetujui, GIZ akan menyediakan bantuan teknis dan finansial sebagaimana
digambarkan di atas.



1 Pendahul uan

Pada pertemuan G-20 di Pittsburgh tahun 2009, Indonesia mengumumkan komitmennya
untuk mengurangi emisi nasional sebesar 26% pada tahun 2020 dari level "business as usual
baseline" sebagai langkah mitigasi sukarela, dan dengan dukungan internasional, Indonesia
akan terus mengurangi emisi nasional hingga 41%. Dalam rangka mencapai komitmen ini,
Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah
menetapkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang akan menjadi dasar bagi semua
kementerian dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kegiatan yang baik secara
langsung ataupun tidak langsung akan mengurangi emisi. Langkah ini akan dikembangkan
sebagai NAMA unilateral (sumber daya sendiri) atau supported (bantuan internasional). Sektor
energi dan transportasi telah berkomitmen mengurangi hingga 56 MtCO;-eqg/tahun pada tahun
2020 dari level business as usual selaras dengan komitmen untuk mengurangi emisi hingga
41% dengan dukungan internasional sebagaimana dinyatakan dalam RAN-GRK.

Sektor transportasi di Indonesia menghasilkan emisi sebesar 68 MtCO»-eq pada tahun 2005,
atau 23% dari seluruh emisi bidang energi dimana transportasi jalan memakai 91% energi
primer. Dalam 25 tahun ke depan, kepemilikan kendaraan diperkirakan akan bertambah lebih
dari dua kali lipat, dengan pertumbuhan terbesar pada kendaraan roda dua dan kendaraan
ringan (light duty vehicles). Mobilitas sangatlah penting bagi perekonomian dan kesejahteraan
sosial, meskipun berujung pada meningkatnya kemacetan, polusi udara, kecelakaan, tingkat
kebisingan dan getaran serta semakin tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil
apabila tren-tren business as usual tidak diubah. Para pakar memperkirakan bahwa
kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 1 miliar
dolar per tahun!. Transportasi perkotaan berkontribusi terhadap jumlah yang cukup
substansial T sekitar setengah 1 dari total emisi transportasi di Indonesia?.

Agenda transportasi perkotaan telah dihubungkan dengan mitigasi GRK: RAN GRK serta
Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR, 2010) termasuk sejumlah besar

kebijakan transportasi perkotaan, meliputi strategi menghindari, peralihan dan perbaikan,

antara lain peningkatan atau perluasan bus atau mass rapid transit, angkutan/angkutan umum

yang lebih efisien, reformasi harga BBM, konversi penuh ke CNG, manajemen parkir,
transportasi tidak bermotor (non-motorised transport/NMT), sistem jalan berbayar elektronik
(electronic road pricing), pengendalian dampak kemacetan (traffic impact control) dan sistem
transportasi berbasis IT. Namun demikian, masih terdapat kurangnya koordinasi dan
kerangka kbebisjaankaanutnt uk me n gpyreayaekkkéa ni mMiprmgmrjka d i
programo yang (a) | ayak wuntuk dukungan internas
kerangka untuk pengukuran dan pelaporan.

N A MA Sudtainable Urban Transport Programmeo yang diurai kan dal am
bertujuan untuk menjembatani ketimpangan ini dengan menciptakan kerangka pendukung di
tingkat nasional yang menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi pemerintah daerah
untuk melakukan perencanaan, implementasi dan monitoring langkah-langkah terkait
transportasi perkotaan berkelanjutan dengan pendekatan yang menyeluruh. Implementasi
akan dimulai dengan fase percontohan yang memperkirakan aksi-aksi mitigasi di beberapa
kota percontohan terpilih sekaligus menyusun program nasional guna mengatasi tantangan-
tantangan yang ada saat ini terhadap kebijakan dan finansial transportasi perkotaan yang
berkelanjutan di Indonesia. Hal ini akan membantu untuk meningkatkan investasi dalam
langkah-langkah transportasi berkelanjutan menggunakan sumber daya sendiri maupun donor
internasional.

1 www.thejakartaglobe.com/jammedijakarta/will-jakartas-mrt-arrive/337367 (Juli 2012).

2|CCSR 2010.
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Koordinasi antar kementerian dipastikan melalui keberadaan komite pengarah (steering
committee) dan kota-kota percontohan telah mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang
tepat untuk mengurangi emisi secara signifikan dan membantu transformasi pengembangan
transportasi daerah. Dokumen konsep ini menawarkan berbagai peluang untuk dukungan
internasional, termasuk bantuan teknis, dukungan finansial dan transfer teknologi. Dalam
rangka menghasilkan dampak yang maksimum, berbagai langkah harus dikombinasikan
secara efisien berdasarkan pendekatan dorong (push-) dan tarik (pull-). Hal ini artinya antara
lain meningkatkan jasa angkutan umum sekaligus membatasi penggunaan kendaraan pribadi,
misalnya dengan menyediakan fasilitas parkir terintegrasi (park and ride) sekaligus
memperkenalkan biaya pengguna jalan.

Konsep NAMA telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dengan bantuan teknis
melalui proyek GIZ TRANSfer yang didanai Kementerian Lingkungan Hidup Republik Federal
Jerman (BMUB). NAMA telah didaftarkan ke UNFCCC (prototipe) pada bulan November 2012
sebagai NAMA yang mencari dukungan untuk implementasi. Dukungan politis dan komitmen
tinggi dalam kerja sama untuk implementasi telah disetujui oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memimpin kebijakan perubahan iklim di Indonesia.
Dalam rangka mempersiapkan implementasi, kota-kota percontohan telah dipilih dan
hubungan telah dijalin melalui beberapa pertemuan formal, kerja sama juga telah dikonfirmasi
secara legal dan rencana kerja serta anggaran telah diselaraskan.

Dalam rangka mendukung implementasi fase percontohan NAMA, pada tahun 2013,
Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan bantuan dari NAMA Facility dan terpilih
untuk penilaian mendalam. Hasil fase penilaian dan dokumen proposal NAMA yang lengkap
telah diserahkan ke NAMA Facility Board. GIZ akan menjadi organisasi pelaksana untuk
menyediakan bantuan teknis dan finansial yang dinamakan fiNAMA Support Project ( NS P) 0,
yang akan berjalan dari tahun 2015-2019 dengan persetujuan dewan. Dokumen ini
menggambarkan fase percontohan SUTRI NAMA yang sesuai dengan NAMA Support Project
(NSP). Selain bantuan internasional dari NAMA Facility, Pemerintah Indonesia mengundang
mitra internasional lain untuk memberikan dukungan tambahan dalam rangka memanfaatkan
dampak NAMA dan mendukung implementasi proyek lebih lanjut serta memperluas
(upscaling) ke kota-kota lain di Indonesia.

Implementasi NAMA secara penuh akan mendukung peralihan paradigma dalam kebijakan
transportasi perkotaan di kota-kota di Indonesia. Dengan dukungan kerangka kebijakan
nasional, investasi infrastruktur transportasi akan beralih dari pembangunan berbasis-
kendaraan dan berfokus kendaraan bermotor menuju solusi transportasi yang lebih
berkelanjutan (dengan peranan kuat dari moda pergerakan ramah lingkungan (eco-mobility
modes) seperti angkutan umum dan transportasi tidak bermotor (NMT). Selain dari
peningkatan pendanaan sendiri, peluang investasi untuk sektor swasta dan mitra internasional
juga akan ditingkatkan.



Gambar 1: Jadwal Tahapan (Phase-in) SUTRI NAMA
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2 1l khti sar Sektor Transportasi

2.1 Relevansi sektor transportasi perkotaan

Emisi Indonesia diperkirakan akan bertumbuh dari 2,1 ke 3,3 GtCO2e antara tahun 2005 dan
20303, Transportasi menghasilkan sekitar 23% dari emisi CObidang energi di Indonesia pada
tahun 2005, dengan emisi 67,68 MtCOe di tahun yang sama (Bappenas/GlZ, 2011: Kerangka
NAMA Indonesia). Transportasi merupakan sumber terbesar ketiga dari emisi terkait energi
dan transportasi darat merupakan komponen terbesar dari emisi CO3, yaitu sekitar 89% emisi
CO. dan 91% konsumsi energi di sektor ini. Emisi dari sektor transportasi akan meningkat
tujuh kali lipat antara tahun 2005 dan 2030 menjadi 443 MtCOze di dalam skenario business-
as-usual, digerakkan oleh pertumbuhan yang kuat dalam kendaraan pribadi dan kendaraan
niaga. Seraya tingkat pendapatan meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade mendatang, hal
ini akan menghasilkan peningkatan penetrasi kendaraan pribadi sebanyak tiga kali lipat dari
115 kendaraan per 1.000 penduduk saat ini menjadi 312 kendaraan per 1.000 penduduk pada
tahun 2030.4

Transportasi merupakan sumber terbesar ketiga dari emisi terkait energi dan transportasi darat
merupakan komponen terbesar dari emisi CO; transportasi sekitar 89% dan 91% dari
konsumsi energi di sektor transportasi. Emisi dari sektor transportasi akan meningkat tujuh kali
lipat antara 2005 dan 2030 menjadi 443 MtCO 2e di dalam skenario business-as-usual,
digerakkan oleh pertumbuhan yang kuat dalam kendaraan pribadi dan kendaraan niaga.
dengan tingkat pendapatan yang meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade mendatang, hal
ini akan menghasilkan suatu peningkatan signifikan tiga kali lipat dari kepemilikan kendaraan
pribadi dari 115 kendaraan per 1.000 penduduk saat ini menjadi 312 kendaraan per 1.000
penduduk pada tahun 2030.

Dengan pertumbuhan populasi yang cepat di Indonesia (dari 206 juta pada tahun 2000
menjadi 238 juta pada tahun 2010) dan tren urbanisasi yang kuat (dari 50% pada tahun 2010
dan diperkirakan menjadi 66,6% pada tahun 2035)° kota-kota di bawah tekanan dari
permintaan yang semakin meningkat akan kapasitas transportasi.

Meskipun mobilitas sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial, tren-tren berikut
ini i dengan mengikuti pola-pola yang ada saat ini i juga berujung kepada beberapa dampak
negatif. Hal-hal ini mengurangi kualitas udara lokal dimana 60% - 80% polutan udara di kota-
kota metropolitan berasal dari transportasi. Selain itu, transportasi juga menghasilkan tingkat
kebisingan dan getaran yang tinggi. Dominasi kendaraan pribadi juga meningkatkan risiko bagi
pengguna jalan, terutama pejalan kaki dan pengguna sepeda. Ketergantungan yang sangat
tinggi terhadap bahan bakar fosil dalam sektor transportasi (yang terus mendapatkan subsidi)
memberikan tekanan pada keuangan negara. Oleh karena itu, reformasi di sektor transportasi
menjadi semakin penting.

Selain dampak dari perubahan iklim, kondisi seperti ini akan menghasilkan kemacetan di
banyak kota di Indonesia (antrian panjang kendaraan bermotor yang menutup seluruh
persimpangan jalan, menghasilkan tertutupnya pergerakan kendaraan dari semua arah).
Dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi dan sosial akan signifikan dan
pengembangan berorientasi kepada mobil akan secara signifikan jauh lebih mahal dalam
waktu ke depan dibandingkan jika dilakukan perubahan terhadap arah pengembangan
transportasi perkotaan saat ini.

3 DNPI, 2010: Kurva Biaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
4 DNPI, 2010: Kurva Biaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.

5 Badan Pusat Statistik (BPS), 2014: Persentase Populasi Perkotaan Berdasarkan Provinsi, 2010 - 2035
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Dikarenakan subsidi bahan bakar, kualitas pelayanan angkutan umum yang menurun dan
kondisi transportasi tidak bermotor yang buruk, semakin banyak penumpang cenderung
menggunakan mobil atau motor pribadi. Untuk meningkatkan transportasi perkotaan secara
signifikan, kota-kota perlu mengelola kebutuhan transportasi yang semakin meningkat
(contoh: melalui pembatasan penggunaan kendaraan, sistem jalan berbayar, manajemen
parkir) dan meningkatkan angkutan umum dan infrastruktur transportasi tidak bermotor.
Strategi-strategi yang berhasil selalu menyertakan langkah-langkah push-and-pull, artinya
mengurangi daya tarik kendaraan pribadi yang padat-energi seraya meningkatkan kualitas
angkutan umum dan daya tarik berjalan kaki dan bersepeda.

Setelah proses desentralisasi dimulai pada tahun 1999, kota-kota telah bertanggung jawab
terhadap infrastruktur dan layanan transportasi perkotaan. Namun, sebagian besar
pemerintah daerah memiliki kekurangan dalam kemampuan yang diperlukan dalam
perencanaan transportasi terintegrasi dan juga pendanaan untuk mengembangkan sistem
transportasi yang berkelanjutan (infrastruktur angkutan umum, manajemen parkir, rancangan
jalan yang inklusif). Saat ini, belum ada struktur di Indonesia untuk secara teknis dan secara
finansial mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem transportasi yang
berkelanjutan.

Kebijakan transportasi perkotaan saat ini secara praktis akan menghasilkan peningkatan
signifikan dalam emisi gas rumah kaca. Menurut perhitungan baseline yang dikembangkan
oleh Kementerian Transportasi pada tahun 2010, emisi dari subsektor transportasi darat
diperkirakan berada di antara 69 dan 75 MtCO.e pada tahun 2009. Estimasi dari emisi di masa
mendatang bervariasi dari satu kajian ke kajian yang lain. Suatu kajian yang dilakukan oleh
Kementerian Transportasi pada tahun 2010 memprediksikan bahwa emisi dari transportasi
darat akan mendekati tiga kali lipat lebih banyak antara tahun 2008 dan tahun 2030.

Gambar 2: Emisi CO; dari Transportasi di Indonesia
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Sumber: Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap, 2010



2.2 Pemangku kepentingan yang relevan dan keterkaitannya

Pemangku kepentingan berikut ini relevan untuk keberhasilan implementasi SUTRI NAMA.
Proyek ini akan dibangun di atas struktur kerja sama yang sudah ada dan sudah bekerja
dengan baik serta membangun dan meningkatkan kerja sama antara kementerian/badan yang
berbeda, bilamana diperlukan. Bagian ini dengan ringkas menggambarkan pemangku
kepentingan yang relevan dan kepentingan mereka serta menjelaskan struktur kerja sama
yang diinginkan untuk menjamin keterlibatan dan rasa kepemilikan yang memadai.

Gambar 3: Tataran Pemangku Kepentingan SUTRI NAMA
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Tabel 1. Pemangku kepentingan untuk implementasi SUTRI NAMA

Sasaran dan Kepentingan

Pelaku Veto

Kemenhub adalah lembaga pelaksana utama dalam implementasi SUTRI
Kementerian Perhubungan | NAMA. Kemenhub bertanggung jawab dalam implementasi aksi perubahan
(Kemenhub) iklim dalam sektor transportasi dan peraturan serta kebijakan transportasi
perkotaan.

ICCTF adalah suatu mekanisme nasional yang efektif, dirancang untuk
mengundang pendanaan iklim internasional dan menyalurkannya ke program-
program terkait mitigasi dan adaptasi iklim nasional, sesuai dengan RAN-GRK
dan tujuan pembangunan Indonesia. Dalam melakukan hal ini, manajemen

The Indonesian Climate
Change Trust Fund
(ICCTF)
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